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SALINAN

WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR |5 TAHUN 2016
TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

 £F

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto,
diperiuken upeya pengendelian penerimaan dan atau
pemberian  gratifikasi bagi Pegawsi ASN  atau
Penyelenggara Negara ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pengendalian Gratifikasi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Repuliir rdnsresie
Nomor 3874) sebagaimana telah diu bah dengan
Undang-Undang Nomor 20 “Tahun 2001
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);
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10.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republi

Nomor 137, Tambahan

Indonesia Nomor 4050) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5698,

Undang-Undang Nomor
Aparatur Sipil Negara |
Indonesia Tahun 2014 No
Negara Republik Indonesi

S Tahun 2014 tentang
Lembaran Negara Republik
mor 6, Tambahan Lembaran
a Nomor 5494 ).

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20

14 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indones

ia NMomor 5587 )
sebagaimana telah diubsh kedua kelinya terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang  Pemerintahian Daeranh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47,
Tambahan Lembaran

foratrar Ramaintah Nomor 44 Takerr 1990 tentang
Perubahan Batag Wilayah Kotamadya D.aerah Tingkat
I Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat 11
Sawahlunto) Sjlunjung  dan Kabupa te Daerah
Tingkat IT Solok (Lembaran Ne

Tahun 1990 Nomor 59 T

» lambahan Lem baran Negara
Republik Indonesia Nomor 3423);

Peraturan Pemerintah
Pembinaan Jiwa Ko

> Tambahan
Republik Indonesia Nomor 4449);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Inte

™ Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesi
T
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12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 No.mor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan_
Daerah, sebagaimana telah diuba]? beberapa kah_
terakirie demgarn  Peraturarn Merderr Dalam  Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan daEn
Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negrara Repubhk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Per_ubahan
atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor
02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan Dan

Penetapan Status Gratifikasi ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863 )

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian INegara Nomor
21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3] sebagaimana teiah
diubah keempat kalinya terakhir dengan Peraturan
Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2014
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014
Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Nomor 28);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun
2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun
2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN
GRATIFIKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
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1. Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disingkat KPK. adalah lfcrrlt:fngf.
‘ Negara yang bertugas melakukan upaya pemberantasar: korupsi secara
independen;
2. Walikota adalah Walikota Sawahlunto ;

' intahan oleh

intahan Daerah adalah penyelenggaraan urusar Pemerin

’ F;zrrzz?intah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daer: tb menurut asas
Otonomi dan tugas pembantuan dengan Prinsip' Otononni 'sclua&lu'asnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indon ssia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 ;

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom :

Inspektorat adalah Inspektorat Kota Sawahlunto ;
6. Pegawai Negeri adalah meliputi :

a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undan

g-Undang tentang
Aparatur Sipil Negara;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana;

. Orang yang menerima gaj atau upah dari kevangan negara atau daerah;
d. Orang yang menerima gaji atau u
menerima dari keuangan negara atau

e. Orang yang menerima gajl atau upah dari koorporasi lain yang

mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi
eksekutif, legislatif atau yudikatif ] 1 !

i gan penyelenggaraan negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

8. G::aﬁﬁkasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang rabat
(discount), komisi, pinjaman tanpa bun

: ' | ga, tiket perjalanan, fasilitas
penginapan, perjalanan Wwisata, pengobatan cuma-
la_mnya, baik yang diteri i i

pah dari suatu koorporasi yang
daerah; atau

9. Pelapor adalah Peg;

10. Penerima Gratifikasi adalah

Pegawai ASN atau Peny el
menerima gratifikasi; yelengpara Negara yang

11. Pemberi adalah Pihak Ketiga atau Pegawai ASN ata
yang memberi gratifikasi; 8 atau Penyelenggara Negara
12. Pihak Ketiga adalah orang

“Perorangan dan atay badan;
18 5adan adalap sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
esaman,. baJk yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha
yang meliputi perseroaan terbatas, perseroaan komanditer, perseroaan
BUMD] o usaha milik nNegara (BUMN), atau badan ussaha milik daerah
ngan nama danrdalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
Pensiug, Persekutuen, Perkumpualan, yayasan, organisasi massa,
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organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Konflik kepentingan adalah situasi dimana pegawai merniliki atau patut
diduga memiliki kepentingan pribadi atau kcpf:ntmgan kelompok atas setiap
penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga mempengaruhi kualitas
dan kinerja yang seharusnya;

15. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pegawai ASN atau Penyelenggara
Atgena yarg  Oertondvomganr - atmgant - peibidsamear  cogias,

fungsi, dan
jabatannya kecuali suami, istri, atau anak;

16. Pengendalian  Gratifikasi adalah suatu  sistem vang, bertujuan untuk
mengendalikan penerima gratifikasi secara transparan dan akuntabel
melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan
Pemerintahan, Dunia Usaha dan Masyarakat untuk membentuk lingkungan
pengendalian gratifikasi;

17. Unit Pengendalian Gratifikasi selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang
dibentuk Walikota untuk melakukan fungsi pengendalian gratifikasi;

BAB 11
TUJUAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 2

Tujuan pengendalian gratifikasi adalah untuk memberikan arah dan acuan bagi

Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara yang berkenaan dengan pemberian

dan penerimaan gratifikasi, agar terlaksananya tata kelola Pemerintahan
Daerah yang baik dan bersih dari korupsi.

BAB III
GRATIFIKASI
Bagian Kesatu

Pencegahan Gratifikasi

Pasal 3
Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara wajib melakukan
_ . ) pencegahan atas
gratifikasi dan melaporkan segala bentuk penerimaan gratifikassi

Pasal 4

(2) Dalam keadaan tertentu Pe

_ gawai ASN atau Penyelenggara Negara tidak
dapat menolak pemberian gratifikasi, wajib melaporkannya kepada UPG

Bagian Kedua
Kategori Gratifikasi

/
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Pasal 5

Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai ASN atau Pen
dikategorikan menjadi :

a. gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
b. gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

yelenggara Negara,

Pasal 6

Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
adalah:

a. gratifikasi yang diterima oleh Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara yang

berhubungan dengan jabatan, berlawanan dengan tugas dan kewajiban baik
dalam kedinasan atau di luar kedinasan -

b. gratifikasi yang diterima oleh Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara yang

berada dalam situasi yang tidak dapat menolak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1); dan atau

c. gratifikasi yang diterima oleh Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara yang

berada dalam keadaan tertentu tidak dapat menolak pemberian gratifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 7
Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 5
huruf b, terdiri dari :

a. Gratifikasi yang tidak
berupa :

L. pemberian pihak ketiga berupa cenderamata, vandal, plakat, tas ransel
(goodybag) dan atau seminar kit yang diperoleh dalam kegiatan kedinasan

resmi seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau
kegiatan lain sejenis; dan atau

2. pemberian pihak ketiga berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan
kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi, atau
pembiayaan lainnya sebagaimana telah diatur pada standar biaya,
sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik
Aeperrifmgan, atau  dndak arelamggar Aeterréuar perattaran  perundang-
undangan di SKPD Pegawai ASN atau Penyelengg;

ara Negara.
b. Gratifikasi yang tidak waiib dilaporkan vang tidak terkait dengan kedinasan,
berupa :

wajib dilaporkan yang terkait demgan kedimasar,

1. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek, nenek, bapak, ibu,
mertua, suami, istri, anak, Cucu, menantu, besan, paman, bibi, kakak,
adik, ipar, sepupu, atau keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik
kepentingan;

2. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai
Jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, agiqah, baptis, khitanan,
upacara adat atau agama dengan batasan nilai per pemberi paling banyak
Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah ) dalam setiap acara.

3. pemberian  sesama PeRawal dalam  rangka
promosi jabatan, dan atay ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang

atau tidak berbentuk setara uang paling banyak Rp. 500.000 (lima ratus
ribu) per pemberian per orang ;

pisan sambut, pensiun,
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4. hadiah langsung tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon (rabat),
voucher, point rewards, souvenir, atau hadiah lainnya yang berlaku
umum;

5. hidangan atau sajian yang berlaku umum;

6. prestasi akademis atau non akademis seperti kejuaraan., perlomhaan.,
atau kompetisi dengan menggunakan biaya sendiri;

7.keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau
kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan ataii

8. kompensasi atau penghasilan atas pekerjaan di luar kedinasan yang tidak

ferkedt denpan pelaksenaan tagas den funpsh dary pegawai penerima
/ gratifikasi.
BAB IV
TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI
Pasal 8

(1) Pegawai ASN atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melaporkan kepada KPK
™ melalui UPG

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disa_mpajkan secara me?.nual
atau melalui web Inspektorat dengan mengisi fomulir laporan gratifikasi

; (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
| a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikeusi;

b. jabatan penerima gratifikasi bagi pegawai yang pegawai neegeri sipil;
c. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;

d. uraian jenis gratifikasi yang diterima;

e. nilai atau taksiran nilai gratifikasi yang diterima; dan
f. kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi;
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikain dalam jangka
‘ waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan
gratifikasi

(5) Formulir laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum

dalam Lampiran | Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

(J

Pasal 9

(1) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 + arus dicatat dan
dilakukan reviu awal oleh UPG

{2) Reviu awal sebagaimena dimaksud pada ayat (1) mehipuat °
a. reviu atas kelengkapan laporan gratifikasi; dan
b. reviu atas laporan gratifikasi.

@) al diperlukan, UPG dapat meminta keteran .
a - e
pelapor terkait kelengkapan laporan rangan kepada pihak

Pasal 10

(1) Hasil reviu laporan gratifikasi yang wajib di iy
dalam Pasal 9 dilaporkan key g wajib dilaporkan sebagaiimana dimaksud

e ada KPK i -
kerja sejak laporan diterima U}EG paling lama 14 (ernpat belas) hari

f
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2) [ata cara peilindungnn terh;
. ] - \ada ] lapor seh | i y
“) ll hkllli'\kd‘ n S(‘Suni (l . ‘ |)( l‘l]"” :‘('h“l’,“““““” d”““k‘\"“l }""f[" ayat
d a Chgan 1\'('{(‘11““-]“ Peral '

uran perundang undangan

Pasal 19
(1) Setiap Pegawai ASN at ;
it " - atau I~’c|1_vtflvnggﬂru Negara

ANya pene

, : yang tidak pernah

tahun maka et ) maan gratifikasi dalam Jangka waktu 1 (satu)
i . A0 membuat surat pernyataan tidak ernah menerima

gratifikasi kecygl; Suami, istri, gtg : F

Negara, ' L

anak Pegawai ASN atau Penyelenggara
(2) Formulir surat Pernyataan tidak
dlm_aksgd pada ayat (1) tercant
bagian tidak terpisahkan dari per

pernah menerima gratifikasi sebagaimana
um dalam Lampiran Il yang merupakan
aturan Walikota ini

Pasal 20
Penghargaan dan

Pe€ngenaan sanksi atas laporan gratifikasi sebagaimana diatur
dalam Peraturan Walikota ini diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal Agustus 2016

WALIKOTA SAWAHLUNTO,
ttd

ALl YUSUF
Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
td
ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2016 NOMOR

15 305 2016

.......
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